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LEMBARAN DAERAH

KABUPATEN CIANJUR

NOMOR 09 TAHUN 2011

PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIANJUR

NOMOR 04 TAHUN 2011

TENTANG

RETRIBUSI PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI CIANJUR,

Menimbang : a. bahwa dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun
2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Undang-Undang
Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah,
maka retribusi pengujian kendaraan bermotor di wilayah Kabupaten
Cianjur yang diatur berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 04 Tahun
2000 jo. Nomor 16 Tahun 2004, perlu disesuaikan dan disempurnakan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a,
perlu ditetapkan kembali Peraturan Daerah tentang Retribusi Pengujian
Kendaraan Bermotor;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun Tahun 1950 tentang Pembentukan
Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita
Negara tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang
Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan
Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-undang Nomor 14 Tahun
1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan
Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968
Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
2851);

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4421);
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4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-
Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4844);

5. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4444);

6. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5025);

7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Republik Indonesia Nomor 5049);

8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan
Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);

9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah
Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor
126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

10. Undang-undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan
Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 123, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5043);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1985 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1985 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
3293);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3527);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1993 tentang Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di
Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 60, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 3528) ;

14. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 63, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 3529) ;

15. Peraturan Pemerintah Nomor 44 tahun 1993 tentang Kendaraan dan Pengemudi (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Nomor
3530) ;

16. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

18. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan
Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah
Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
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19. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan
Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5161);

20. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan
Wewenang serta Kedudukan Keuangan Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah
Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 25, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5107);

21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan
Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13
Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

22. Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2001 tentang Tata Cara Penyusunan Peraturan Daerah
dan Penerbitan Lembaran Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2001 Nomor 43 Seri B)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 02 Tahun
2006 tentang Perubahan Pertama Atas Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2001 tentang
Tata Cara Penyusunan Peraturan Daerah dan Penerbitan Lembaran Daerah (Lembaran
Daerah Tahun 2006 Nomor 02 Seri C);

23. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 03 Tahun 2001 tentang Penyidik Pegawai
Negeri Sipil (Lembaran Daerah Tahun 2001 Nomor 44 Seri C);

24. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 03 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan
Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 03 Seri D);

25. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 07 Tahun 2008 tentang Organisasi
Pemerintahan Daerah dan Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Cianjur
(Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 07 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 02 Tahun 2010 tentang Perubahan Pertama
Atas Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 07 Tahun 2008 tentang Organisasi
Pemerintahan Daerah dan Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Cianjur
(Lembaran Daerah Tahun 2010 Nomor 10 Seri D);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN CIANJUR

dan

BUPATI CIANJUR

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI PENGUJIAN
KENDARAAN BERMOTOR.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Otonom Kabupaten Cianjur.

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta perangkat daerah otonom sebagai unsur
penyelenggara Pemerintahan Daerah.

3. Bupati adalah Bupati Cianjur.

4. Dinas adalah unsur pelaksana Pemerintah Kabupaten Cianjur dibidang Perhubungan.
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5. Instansi adalah Dinas/Badan/Kantor/Lembaga yang tugas pokok dan fungsinya
melaksanakan pemungutan retribusi pengujian kendaraan bermotor.

6. Pemeriksaan kendaraan bermotor adalah serangkaian kegiatan mencari, mengumpulkan,
mengolah dan/atau mencari keterangan lainnya untuk menguji kepatuhan pemenuhan
kewajiban di bidang retribusi pengujian kendaraan bermotor dalam rangka melaksanakan
ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

7. Pengujian kendaraan bermotor adalah serangkaian kegiatan menguji dan/atau memeriksa
bagian-bagian dan fungsi kerja operasional suatu sistem dalam kendaraan bermotor, kereta
gandengan, kereta tempelan, dan kendaraan khusus dalam rangka pemenuhan persyaratan
teknis dan laik jalan.

8. Penguji adalah setiap Pegawai Negeri Sipil yang telah mengikuti dan dinyatakan lulus
pendidikan dan latihan serta memiliki kualifikasi teknis dalam bidang pengujian kendaraan
bermotor yang dinyatakan dengan sertifikat serta tanda kualifikasi teknis sesuai dengan
jenjang kualifikasi yang ditentukan.

9. Kendaraan bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik
berupa mesin selain kendaraan yang digerakkan di atas rel.

10. Kendaraan umum adalah setiap kendaraan bermotor yang disediakan untuk dipergunakan
oleh umum dengan dipungut bayaran.

11. Kendaraan khusus adalah kendaraan bermotor yang dirancang khusus yang memiliki fungsi
dan rancang bangun tertentu, antara lain Kendaraan bermotor Tentara Nasional Indonesia,
Kendaraan bermotor Kepolisian Negara Republik Indonesia, alat berat antara lain bulldozer,
traktor, mesin gilas (stoomwaltz), forklift, loader, excavator, dan crane; serta kendaraan
khusus penyandang cacat.

12. Kendaraan wajib uji adalah setiap kendaraan yang berdasarkan peraturan perundang-
undangan yang berlaku wajib dilakukan pengujian untuk menentukan kelaikan jalan.

13. Pengujian berkala yang selanjutnya disebut uji berkala adalah pengujian kendaraan
bermotor wajib uji yang dilakukan secara berkala.

14. Uji ulang adalah pengujian berkala terhadap kendaraan yang melakukan suatu pelanggaran
dan dilaksanakan berdasarkan surat perintah penguji.

15. Laik jalan adalah persyaratan minimum kondisi suatu kendaraan yang harus dipenuhi agar
terjamin keselamatan dan mencegah terjadinya pencemaran udara dan kebisingan
lingkungan pada waktu dioperasikan di jalan.

16. Penilaian teknis adalah hasil penilaian terhadap komponen-komponen kendaraan yang akan
dihapuskan dan/atau tidak dioperasikan di jalan.

17. Buku uji berkala adalah tanda bukti lulus uji berkala berbentuk buku berisi data dan
legitimasi hasil pengujian setiap kendaraan wajib uji.

18. Tanda uji berkala kendaraan yang selanjutnya disebut tanda uji berkala adalah tanda bukti
uji lulus berkala berbentuk pelat berisi data mengenai kode wilayah pengujian, nomor uji
kendaraan dan masa berlaku yang dipasang secara permanen pada tempat tertentu di
kendaraan.

19. Tanda samping adalah tanda yang dipasang pada badan kendaraan bermotor wajib uji baik
berupa cat atau stiker.

20. Jumlah berat barang diperbolehkan, yang selanjutnya disebut JBB adalah berat maksimum
kendaraan bermotor berikut muatannya yang diperbolehkan menurut rancangannya.

21. Jumlah berat kombinasi yang diperbolehkan selanjutnya disebut JBKB adalah berat
maksimum rangkaian kendaraan bermotor berikut muatannya yang diperbolehkan menurut
rancangannya.

22. Jumlah berat yang diizinkan adalah berat maksimum kendaraan bermotor berikut
muatannya yang diizinkan berdasarkan kelas jalan yang dilalui.
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23. Jumlah berat kombinasi yang diizinkan adalah berat maksimum rangkaian kendaraan
bermotor berikut muatannya yang diizinkan berdasarkan kelas jalan yang dilalui.

24. Mobil penumpang adalah kendaraan bermotor angkutan orang yang memiliki tempat duduk
maksimal 8 (delapan) orang, termasuk untuk pengemudi atau yang beratnya tidak lebih dari
3.500 (tiga ribu lima ratus) kilogram.

25. Mobil bus adalah kendaraan bermotor angkutan orang yang memiliki tempat duduk lebih
dari 8 (delapan) orang, termasuk untuk pengemudi atau yang beratnya lebih dari 3.500 (tiga
ribu lima ratus) kilogram.

26. Mobil barang adalah kendaraan bermotor yang digunakan untuk angkutan barang.

27. Kereta gandengan adalah suatu alat yang dipergunakan untuk mengangkut barang yang
seluruh bebannya ditumpu oleh alat itu sendiri dan dirancang untuk ditarik oleh kendaraan
bermotor.

28. Kereta tempelan adalah suatu alat yang dipergunakan untuk mengangkut barang yang
dirancang untuk ditarik dan sebagian bebannya ditumpu oleh kendaraan bermotor
penariknya.

29. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut SKRD adalah surat keputusan
yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang;

30. Surat Setoran Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut SSRD adalah surat yang
digunakan oleh Wajib Retribusi untuk melakukan pembayaran atau penyetoran Retribusi
terutang ke Kas Daerah atau tempat pembayaran lain yang ditetapkan oleh Bupati.

31. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut STRD adalah surat untuk
melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

(1) Maksud dilaksanakan pengujian kendaraan bermotor, adalah untuk :

a. memberikan jaminan keselamatan secara teknis terhadap penggunaan kendaraan
bermotor di jalan;

b. melestarikan lingkungan dari pencemaran yang diakibatkan oleh penggunaan kendaraan
bermotor di jalan;

c. memberikan pelayanan umum kepada masyarakat.

(2) Tujuan dilaksanakan pengujian kendaraan bermotor, adalah untuk :

a. mencegah atau memperkecil terjadinya kecelakaan yang ditimbulkan oleh kekurangan
persyaratan teknis yang diketahui dan dapat diduga akan menimbulkan bahaya;

b. memelihara kondisi jalan dan jembatan dari beban kelebihan muatan;

c. mengurangi dampak negatif pencemaran udara dan kebisingan lingkungan saat
kendaaraan bermotor dioperasikan di jalan.

BAB III

PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR

Bagian Kesatu

Sistem Pengujian Kendaraan Bermotor

Pasal 3

(1) Dalam rangka meningkatkan ketertiban dan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan,
serta kelestarian lingkungan, Pemerintah Daerah menyelenggarakan sistem pengujian
kendaraan bermotor sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
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